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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 10 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2017  

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah diharapkan 

mampu memperkuat perannya dalam 

memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah dan 

mengembangkan kehidupan demokrasi; 

b. bahwa untuk dapat meningkatkan kinerja dan 

mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawabnya secara optimal, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diberikan 

hak administratif dan keuangan yang memadai, 

rasional, wajar, dan sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah;  

 

 

 

 

HASIL FASILITASI 
KEMENDAGRI 

 
SALINAN 



- 2 - 

 

c. bahwa dengan dinamika situasi dan kebutuhan 

hukum yang ada, Peraturan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan 

perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 

Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);  

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 

tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa 

Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6197); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 
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10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

7); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

dan  

 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

   

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7), 

diubah sebagai berikut:     

 

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 17 

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan 

asas: 

a. kepatutan; 
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b. kewajaran; 

c. rasionalitas; 

d. standar harga setempat; dan 

e. standar luas bangunan dan lahan rumah 

Negara. 

(2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibayarkan sesuai dengan standar satuan 

harga sewa rumah yang berlaku untuk standar 

rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, 

tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, 

dan telepon. 

(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dihitung oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan hasil appraisal.  

(4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dibayarkan harus sesuai dengan 

kemampuan keuangan Daerah.  

(5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditinjau setiap tahun. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran 

tunjangan perumahan  diatur dalam Peraturan 

Gubernur. 

 

2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) 

pasal yaitu Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 17A 

Appraisal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 

(3) dilakukan dengan ketentuan: 

a. radius paling jauh 3 km (tiga kilometer) dari 

kantor DPRD; dan 

b. mempertimbangkan peruntukan kawasan 

permukiman. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta  

pada tanggal 28 September 2018 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

                           ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

Diundangkan di Yogyakarta  

pada tanggal 28 September 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  

 

          ttd. 

 

GATOT SAPTADI 

 

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 11 

 

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (11-227/2018) 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 
DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 10 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2017  

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

I. UMUM 

Dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga perwakilan 

memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin 

kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa 

lembaga perwakilan yang dapat mewakili rakyat dan memiliki 

kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat. Pemberdayaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sangat menentukan dalam upaya 

melaksanakan otonomi daerah. Pemberdayaan adalah upaya agar 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mampu melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab secara wajar baik sebagai mitra eksekutif maupun 

sebagai pengemban pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah. 

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang  Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengaturan mengenai hak-

hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian 

penghasilan tetap dan tunjangan komunikasi intensif, belanja 

penunjang operasional pimpinan, tunjangan kesejahteraan serta 

belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan 

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Daerah, berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, 

transparansi, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dapat meningkatkan kinerjanya sesuai 

dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 17A 

Yang dimaksud dengan “kawasan” misalnya kawasan 

Kota Baru. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11  

 

 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd. 
 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


